
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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 PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2024/MS.Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Cot Tarom

Tunong,  05 Januari  1987,  Agama  Islam,  Pendidikan

SLTP/Sederajat,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

Tempat  tinggal  di  Dusun  TGK  Dibie,  Desa  Lipah  Cut,

Kecamatan Jeumpa,  Kabupaten  Bireuen.  dalam  hal  ini

memberi  kuasa kepada:  1. Azhari, S.Sy.,  M.H.,  CPM 2.

Muhammad  Rizki,  S.H  3.M.Isa, S.H  4.Adian

Saputra,S.H Kesemuanya  adalah  Advokat/Penasehat

Hukum  berkantor  pada Kantor  Hukum AZHARI,

S.Sy.,M.H.,CPM & PARTNER  Yang Beralamat di   Jalan

Medan-  Banda  Aceh  Desa  Cot  Buket,  Kecamatan

Peusangan,  Kabupaten  Bireuen,  berdasarkan  Surat

Kuasa  Khusus  tanggal  09  Desember  2024  yang  telah

didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar`iyah Bireuen

dengan  Nomor:  W1-A9/466/SK/12/2024  tanggal  11

Desember  2024  dengan  domisili  elektronik  pada

alamat  email  azharipartner@gmail.com,  sebagai

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Gampong

Nurok,  02 Mei  1980,  Agama  Islam,  Pendidikan

SLTA/Sederajat,  Pekerjaan Buruh Harian Lepas,  Tempat

tinggal di  Dusun TGK Dibie, Desa Lipah Cut, Kecamatan

Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai Tergugat;
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Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember  2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  Nomor

563/Pdt.G/2024/MS.Bir,  tanggal 11  Desember  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  akad  Nikah  pada  tanggal  22

Agustus 2018 di Simpang Maut, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;

2. Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah XXXXXXXXXX selaku wakilah

dari  Abang  Kandung  yang  bernama XXXXXXXXXX (wali  nikah),  dengan

Mahar 10 Mayam emas tunai, dengan di saksikan oleh 1.XXXXXXXXXX 2.

XXXXXXXXXX;

3. Bahwa  ayah  Penggugat  saat  menikah  sudah  terlebih  dahulu  meninggal

dunia;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan / larangan Perkawinan;

5. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus

jejaka;

6. Bahwa Penggugat  sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki  yang

bernama XXXXXXXXXX yang kemudian sudah bercerai sesuai dengan Akte

Cerai Nomor :0234/AC/2016/MS.BIR pada tanggal 20 Juli 2016;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lipah Cut,

Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

8. Bahwa dalam perkawinan tersebut  antara Penggugat  dan Tergugat  telah

hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) keturunan yang

bernama :

- XXXXXXXXXX,  TTL  Bireuen,  07  Januari  2019,  NIK  XXXXXXXXXX,

Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah;
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9. Bahwa  dalam  membina  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat,

pada  mulanya  berada  dalam  keadaan  aman  dan  damai  sebagaimana

dambaan setiap pasangan suami istri, namun kebahagian tersebut berjalan

tidak  normal,  sehingga  dalam  rumah  tangga  tidak  ada  keharmonisan

disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat tidak memberi Nafkah kepada Penggugat sejak tahun

2021 hingga sekarang;

- Bahwa  Tergugat  meninggalkan  Penggugat  sejak  tahun  2021  hingga

sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak tahun 2021

hingga sekarang;

10.Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun

lebih,  merujuk sesuai dengan pasal 116 ayat (b) Kompilasi  Hukum Islam

berbunyi  “salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena

hal  lain  diluar  kemampuannya” maka  sepatutnya  majelis  Hakim  dapat

mempertimbangkannya;

11.Bahwa sebagaimana tersebut diatas maka rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  tidak  bisa  dipertahankan lagi  dan tidak  memiliki  harapan untuk

hidup rukun lagi.

12.Bahwa  berdasarkan  Pasal  105  ayat  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam

Berbunyi”Pemeliharan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

tahun adalah hak ibunya”, maka dengan ini Penggugat memohon Hak Asuh

Anak;

Berdasarkan kepada hal-hal  tersebut  Penggugat  mohon kepada Bapak

Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen c/q Majelis Hakim untuk dapat membuka

suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak

untuk  di  dengar  keterangannya  serta  berkenan  pula  memberikan  putusan

sebagai berikut:

PRIMAIR
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menetapkan sah nikah Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal

22  Agustus  2018  di  Simpang  Maut,  Kecamatan  Peudada,  Kabupaten

Bireuen.

3. Menjatuhkan talak 1 (satu)  ba’in sugra Tergugat  (XXXXXXXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXX).

4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama  XXXXXXXXXX Kepada Penggugat

selaku Ibu kandungnya.

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat  telah datang

menghadap  di  persidangan diwakili  Kuasanya  di  persidangan,  sedangkan

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai wakil/kuasanya yang sah,  meskipun

berdasarkan Surat  Panggilan (relaas) Nomor  563/Pdt.G/2024/MS.Bir Tanggal

11 Desember  2024 dan Nomor  563/Pdt.G/2024/MS.Bir Tanggal  17 Desember

2024 yang dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah dipanggil  secara resmi

dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata   bahwa   tidak   datangnya   Tergugat

tersebut  disebabkan  oleh  suatu alasan yang sah;

Bahwa  Kuasa  Hukum  Penggugat  telah  mengajukan  persyaratan

administratif beracara di Mahkamah Syar’iyah Bireuen berupa fotokopi Berita

Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota, terhadap dokumen tersebut

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa  Hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  berfikir  untuk  tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak  pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,
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selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  Penggugat

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

 Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya,  telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX tanggal 01-12-2020

atas  nama XXXXXXXXXX (Penggugat)  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bireuen.  Bukti  surat

tersebut  telah diperiksa  oleh  Hakim,  dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti

P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0234/AC/2016/MS/Bir tanggal 30 Juni 2016

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Bireuen Provinsi  Aceh.  Bukti

surat  tersebut  telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah  dinazegelen

(Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 111104121170003 tanggal 11-07-2024 atas

nama  XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-06022023-0030 tanggal

10  Februari  2023 atas  nama  XXXXXXXXXX yang  dikeluarkan  oleh

Pejabat  Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.  Bukti surat tersebut telah

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.4);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Juli Cot Mesjid,  26 November 1971,

agama Islam, pekerjaan  Mekanik, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan

Tgk Dibie  Gampong Lipah Cut  Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen,

Provinsi  Aceh,  dibawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:
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 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat   dan  Tergugat  saksi  sebagai

Abang Kandung Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah

secara resmi pada tahun 2018;

 Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah XXXXXXXXXX selaku wakilah

dari saksi (abang Kandung Penggugat /Wali Nikah);

 Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa dari  perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

 Bahwa  setahu  saksi  keadaan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  pada  awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  kemudian

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021

yang lalu atau lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;

 Bahwa penyebabnya karena Tergugat banyak hutang; 

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan

tetapi tidak berhasil;

 Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan

Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;

 Bahwa  Penggugat  juga  tidak  pernah  terlibat  tindakan  kriminal  dan

perbuatan asusila;

2. XXXXXXXXXX,  Tempat Tanggal  Lahir Bireuen

31 Des. 1959, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat

tinggal  di Jalan Tgk  Dibie  Gampong  Lipah  Cut  Kecamatan  Jeumpa

Kabupaten  Bireuen,  Provinsi  Aceh,  dibawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tetangga Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah

secara resmi pada tahun 2018;

 Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
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 Bahwa yang menjadi wali nikah abang kandung Penggugat diwakilahkan

kepada XXXXXXXXXX;

 Bahwa saksi menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa dari  perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

 Bahwa  setahu  saksi  keadaan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  pada  awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  kemudian

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021

yang lalu atau lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan

tetapi tidak berhasil;

 Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan

Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;

 Bahwa  Penggugat  juga  tidak  pernah  terlibat  tindakan  kriminal  dan

perbuatan asusila;

Bahwa   Penggugat   telah   menyampaikan   kesimpulan   yang   isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya di

Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  Cerai  Gugat  yang

termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka
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berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan

Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  berdomisili  di  wilayah

yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Bireuen, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang

nomor  7  tahun  1989 yang  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri

sah dari Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari

1  (satu)  orang  anak  yang  bernama:  XXXXXXXXXX,  maka  berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun

2009 Jo. Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Tahun 2019, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan

dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  terlebih  dahulu,  Hakim  akan  mempertimbangkan

keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan

Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini; 

Menimbang,  bahwa Penggugat  telah  mengajukan Surat  Kuasa Khusus

tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus

Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  Nomor  W1-A9/466/SK/12/2024  tanggal  11

Desember 2024 yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Azhari,

S.Sy., M.H., CPM,  Muhammad Rizki, S.H,  M.Isa, S.H, dan Adian Saputra,S.H

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum

AZHARI,  S.Sy.,M.H.,CPM & PARTNER, dengan melampirkan fotokopi  Berita

Acara  Pengambilan  Sumpah dari  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  dan  Kartu
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Advokat yang masih berlaku dari  organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia

(PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa

khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di

pengadilan, menyebut kompetensi  relatif,  menyebut identitas dan kedudukan

para  pihak;  dan  menyebut  secara  ringkas  dan  konkret  pokok  dan  objek

sengketa  yang  diperkarakan.  Semua  unsur  ini  bersifat  kumulatif.  Jika  tidak

dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa  tentang  keabsahan  Penerima Kuasa  yang  dalam

surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan

sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  18

Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah

orang  yang  berprofesi memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  diluar

pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan  Undang-

Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai

advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  yang  menegaskan  bahwa

sebelum  menjalankan  profesinya,  Advokat  wajib  bersumpah  menurut

agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan

Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Surat  kuasa  khusus  dari  pemberi  kuasa  kepada  penerima  kuasa  telah

memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus; 

- Penerima  Kuasa  yang  dalam  surat  kuasa  tersebut  berprofesi  sebagai

Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  di  atas,  Hakim

berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Penggugat telah
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memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di

atas,  demikian  juga  penerima kuasa  sebagai  advokat  juga  telah  memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa

Hukum  Penggugat  berhak  mewakili  Penggugat  untuk  beracara  di  muka

persidangan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 563/Pdt.G/2024/MS.Bir tanggal 11  Desember 2024  dan  Nomor

563/Pdt.G/2024/MS.Bir  tanggal  17  Desember  2024  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide

Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke

muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  dan  upaya  mediasi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,

namun  di  persidangan  Hakim  tetap  memberikan  nasehat  untuk Penggugat,

agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha

untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  memeriksa  identitas  Penggugat  yang

ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta Hakim juga telah

memeriksa surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan
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Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi

syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan

lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Penggugat adalah  Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun

2021 hingga sekarang atau kurang lebih selam 3 (tiga) tahun  dan Penggugat

mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) beserta nafkah anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan

ketentuan dalam Pasal  283 RBg  Jis. Pasal  1865 KUHPerdata  dan Huruf  C

angka  3  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2015,  maka

Penggugat  tetap  berkewajiban  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil

gugatannya;

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan dalil-dalilnya  telah

mengajukan  bukti  surat  P.1  sampai  dengan  P.4 serta  saksi-saksi  yaitu

XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1 (Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk)  telah

dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam  Undang-undang tentang

Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan

dalam Pasal 285 dan Pasal 301  R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1

huruf  (c)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Kependudukan,

sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  sehingga mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas

Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi

Aceh;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Akta  Cerai)  telah  dilakukan

permeteraian  sebagaimana  maksud  dalam  Undang-undang  tentang  Bea
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Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam

Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti

tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil,

sehingga  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,

maka  telah  terbukti  putusnya  hubungan  antara  Penggugat  dengan  suami

pertama Penggugat pada tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3 dan (Fotokopi  Kartu  Keluarga)  P.4  telah

dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang

Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan

dalam Pasal  285 dan Pasal  301 R.Bg  Jo. Pasal  27 ayat  1  dan 2 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi

Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat

formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat, maka telah terbukti tentang anak yang bernama XXXXXXXXXX,

tempat  dan  tanggal  lahir  Bireuen,  07  Januari  2019,  adalah  anak  kandung

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat

bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya

sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah  serta  telah  diperiksa  satu  persatu  di

persidangan,  maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal  171 dan Pasal  175

R.Bg  Jo.  Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta  Huruf B angka 1 huruf (b)

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat

Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  RI,  dua  orang  saksi  yang  diajukan  oleh

Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat,  adalah

berasal  dari  penglihatan dan pendengaran serta  pengalaman saksi-saksi  itu

sendiri,  maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,

keterangan 2  (dua)  orang saksi  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  syarat

materil;

Menimbang,  bahwa  karena  2  (dua)  orang  saksi  Penggugat  telah

memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan
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dengan dalil-dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan 2

(dua)  orang  saksi  Penggugat  tersebut  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti,

sehingga telah terbukti  bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

sejak tahun 2021 lalu dan fakta tentang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan

diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten

Bireuen, Provinsi Aceh;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus

2018;

- Bahwa  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat  sejak  tahun  2021

yang lalu;

- Bahwa  sejak  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,  Tergugat  tidak

pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa  anak Penggugat dan Tergugat  bernama:  XXXXXXXXXX, Tempat

dan tanggal lahir Bireuen, 07 Januari 2019; 

- Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini  tinggal  bersama  dengan

Penggugat dan dalam keadaan sehat; 

- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara jasmani

dan rohani;

- Bahwa Penggugat  tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh

agama atau peraturan yang berlaku;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  diatas,  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun

yang lalu;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat

hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
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- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat

dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 tentang Perkawinan  sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX,  saat ini belum mumayyiz atau

belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa  Penggugat  tidak  memiliki  halangan  untuk  memegang  hak

pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri  dari beberapa poin

petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat

gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang,  bahwa pada  petitum angka  1  (satu),  Penggugat  meminta

agar  gugatannya  dapat  diterima  seluruhnya,  petitum  ini  menurut  Hakim

merupakan  kesimpulan  atau  penggabungan  dari  petitum  lainnya,  sehingga

Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang

lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

Petitum tentang Isbat Nikah

Menimbang,  bahwa  menjawab  petitum  angka  2  (dua) tentang  Isbat

Nikah antara   Penggugat dan Tergugat, Hakim mengemukakan pertimbangan

hukum sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah

sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan

kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum

Islam  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Itsbat  Nikah  dapat  diajukan  ke

Mahkamah Syar'iyah adalah perkawinan yang dilakukan oleh  mereka yang
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tidak  mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974; 

Menimbang,  bahwa untuk  sahnya suatu  perkawinan harus  terpenuhi

rukun  dan  syarat-syarat  perkawinan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali

nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti

ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar

dari  calon  suami  kepada  calon  istri,  serta  tidak  melanggar  larangan

perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

Tunggal berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada

hari  tanggal  22  Agustus  2018  di  Simpang  Maut,  Kecamatan  Peudada,

Kabupaten Bireuen dengan wali  nikah  adalah  XXXXXXXXXX selaku wakilah

dari  Abang  Kandung  yang  bernama  XXXXXXXXXX  (wali  nikah) dengan

disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  yang  bernama:  1).  .XXXXXXXXXX  2.

XXXXXXXXXX dengan mas kawin emas seberat Mahar 10 Mayam emas tunai

adalah  sah  karena  telah  dilaksanakan  menurut  hukum agama Islam,  telah

terpenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  serta  tidak  ada  halangan  yang

melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  Hakim  perlu  mengemukakan  Hadis  Nabi

Muhammad SAW sebagai berikut : 

:قال مسعودن بنن عبدالله عن إلبولين لنكاحن: وسلم عليه اللهن صلى الله رسول قال 

 ( والبيهقي الدارقطنين رواه ) عدل وشاهدين

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah

SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali

nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);
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Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang

dijadikan  pendapat  Hakim  sebagaimana  terdapat  dalam  Kitab  I’anah  al-

Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut : 

كعكسهن صدقتهن ان إمرأةن بنكاحن العاقل البالغ إقرارن يقبل

Artinya : Dapat  diterima  pengakuan  seorang  laki-laki  yang  sudah  dewasa

dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu

juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka

Hakim Tunggal berkesimpulan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam dan karenanya gugatan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti dan

karenanya pula patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan  antara

Pemohon  dengan  Termohon yang  dilaksanakan  pada  tanggal  tanggal  22

Agustus 2018 di Simpang Maut, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar

dijatuhkannya  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap  Penggugat,  maka

Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa selama persidangan,  Penggugat  telah menyatakan

sikap  dan  tekadnya  untuk  tetap  bercerai  dengan  Tergugat,  maka  hal  ini

menunjukkan  bahwa  Penggugat  sudah  tidak  mau  lagi  mempertahankan

keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  dan  dalam  perkara  ini  antara

Penggugat  dan  Tergugat  bahkan  telah  berpisah  tempat  tinggal  dalam kurun

waktu  yang  relatif  lama.  Oleh  sebab  itu,  dengan  kondisi  seperti  ini  Hakim

berpendapat  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

rapuh,  tidak  utuh  dan  bahkan  sudah  pecah,  maka  dalam perkara  ini  Hakim

menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat

bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai  dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami atau istri meninggalkan salah satu

pihak lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak ada harapan akan rukun lagi,

atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit

untuk dipertahankan lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  dalam rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah senyatanya tidak terwujud lagi  tujuan

perkawinan,  sebagaimana  penafsiran  “a  contrario” dari  ketentuan  Pasal  1

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-

Rum ayat 21 yang berbunyi: 

إن  مودة بينكم وجعل ازواجالتسكنواإليها أنفسكم من لكم خلق ان أيته ومن فى ورحمة

يتفكرون لقوم ليت ذلك

Artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang,  bahwa  mempertahankan  perkawinan  seperti  itu  (rumah

tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat

negatif  bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat,

oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula

dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

المصالحِ جلب على دراالمفاسدمقدم

Artinya: Menolak  kesusahan  (madlarat)  itu  harus  didahulukan  (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyyah

dari  Kitab  Ghayatul  Maram  hal.  162  yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai

pendapat Hakim  sebagai berikut:
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طلقة          القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد المرام ) واذ (غاية

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian

memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan

talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim  sependapat dengan pendapat ulama dalam

Kitab Fiqh Sunnah Juz II  halaman 248 yang selanjutnya diambil  alih menjadi

pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

معه                 يطاق ل مما يذء ال وكان الزوج اعترف او الزوجة بينة القاضى لدى دعواها اثبتت فاذا

بائنة            طلقة طلقها بينهما الصلح عن القاضى وعجز امشالهما بين العشرة دوام

Artinya : Apabila  istri  telah  dapat  menguatkan/menetapkan  gugatannya  di

hadapan Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan

penderitaan  itu  tidak  bisa  untuk  mempertahankan  kelangsungan

kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan Hakim tidak dapat

mendamaikan  keduanya,  maka  Hakim  dapat  menjatuhkan  talaknya

suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang,  bahwa  hukum  perceraian  menurut  Islam  berkisar  pada

hukum  haram,  wajib,  sunat,  mubah  dan  makruh,  dan  dalam  perkara  ini

perceraian  menjadi  diperbolehkan,  dan  oleh  karena  Imsak  bil  Ma'ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal

149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai

ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak

melawan hukum, oleh karenanya dengan demikian gugatan Penggugat  pada

petitum angka 3 (tiga) patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama

antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak

satu ba'in sughra;

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari  talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri  tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam

kondisi ba’da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

bagi  Penggugat  berlaku masa tunggu (masa iddah)  selama 3 (tiga)  kali  suci

dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai

atas perkara ini;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah) 

Menimbang,  bahwa  karena  gugatan  perceraian  Penggugat  telah

dikabulkan, maka  berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum

Islam Jo.  Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun

2019,  gugatan  Penggugat  tentang  pemeliharaan  anak  (hadhanah)  dapat

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa  pada petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta

agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXX, ditetapkan

dalam  asuhan/pemeliharaan  (hadhanah)  Penggugat,  maka  Hakim  akan

mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa fakta  hukum diatas  telah  memenuhi  norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102,

sebagai berikut:

منهما             اختار من عند كان النكاح من افترقنابوه ان باخروالمميز تتزوج لم

Artinya :”Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya
selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz,
dimana  ayah  ibunya  telah  bercerai,  anak itu  boleh  memilih  tinggal
bersama ayahnya atau ibunya”.
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Menimbang,  bahwa dari  fakta  hukum diatas,  dapat  disimpulkan bahwa

telah terbukti bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX saat ini

belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  adalah  anak

kandung dari  Penggugat  dan Tergugat,  maka  berdasarkan ketentuan dalam

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkadung

dalam  Kitab  I’anatut  Thalibin  Juz  IV  diatas,  maka  Penggugat  selaku  ibu

kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang paling

utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah);

Menimbang,  bahwa  meskipun  ibu  adalah  orang  paling  utama  dalam

memegang hak pemeliharaan (hadhanah)  dari  anak yang belum mumayyiz,

tidaklah  serta  merta  ditetapkan si  ibu  sebagai  pemegang hak pemeliharaan

anak, namun sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  sebagaimana yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014,  yang  harus

dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak adalah

perlindungan  terhadap  anak  dan  kepentingan  terbaik  untuk  anak  itu  sendiri

(best interest of child);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  37  Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan

kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik

dari  segi  fisik,  mental,  spritual  dan  sosial,  sehingga  untuk  dapat  ditetapkan

pemegang  hak  pemeliharaan  atas anak  harus  diketahui  terlebih  dahulu

kemampuan orang yang akan memegang  hak  pemeliharaan si  anak  dalam

menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri; 

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  hukum  diatas,  dapat  simpulkan  telah

terbukti bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama:  XXXXXXXXXX, Tempat dan

Tgl. Lahir :  Bireuen,  07 Januari  2019,  adalah anak kandung Penggugat dan

Tergugat  yang  saat  ini  tinggal  bersama  dengan  Penggugat  serta  dalam

keadaan sehat dan tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak

Penggugat  untuk  memegang  hak  pemeliharaan  (hadhanah)  atas  anaknya

tersebut;
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 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  diatas

serta  ketentuan  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002

tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat

memiliki  kemampuan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  mengutamakan

kepentingan  anaknya  serta  dapat  memberikan  jaminan  keselamatan  atas

jasmani  dan rohani  dari anaknya,  maka petitum angka 4 (empat) dari  surat

gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat

yang  bernama  XXXXXXXXXX untuk  ditetapkan  kepada  Penggugat  dapat

dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

XXXXXXXXXX telah  ditetapkan  berada  dibawah  asuhan/pemeliharaan

Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11

Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat

diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi,

dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  14  ayat  2  Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung

RI  Nomor  1  Tahun  2017,  meskipun anak Penggugat  dan  Tergugat  telah

ditetapkan  berada  dibawah  pemeliharaan  Penggugat,  namun  perlu

ditambahkan ke dalam amar putusan tentang  Penggugat  yang  berkewajiban

untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan

anak Penggugat  dan  Tergugat  tersebut,  baik  dalam  rangka  berhubungan

pribadi  secara  tetap  atau  memberikan  pendidikan,  perlindungan  dan

mencurahkan  kasih  sayangnya  atau untuk  memberikan  hak-hak  dari  anak

tersebut, yang apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas

anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum

untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan

Tergugat ke Mahkamah Syar’iyah/ Pengadilan Agama;
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Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  pada  petitum  angka  5  (lima),  Penggugat  meminta

agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagimana yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  oleh karena perkara  a quo

termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 5 (lima) dari surat

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  diatas,

maka  petitum  angka  1  (satu) surat  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan

dengan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

3. Menetapkan sah nikah Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal

22  Agustus  2018  di  Simpang  Maut,  Kecamatan  Peudada,  Kabupaten

Bireuen.

4. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (XXXXXXXXXX)  terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXX); 

5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX,

Tempat  dan  tanggal  lahir  Bireuen,  07  Januari  2019, berada  dibawah

pemeliharaan (hadhanah) Penggugat,  dengan kewajiban bagi Penggugat

untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu  dan

memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp219.000,00 (dua ratus sembian belas ribu rupiah);
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Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen pada hari

Selasa,  tanggal  24  Desember  2024  Masehi, bertepatan  dengan  tanggal  22

Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim

Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk  umum oleh  Hakim  tersebut  dan  dibantu  Safrina  Dewi,  S.H. sebagai

Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  yang  diwakili  oleh  kuasa

hukumnya tanpa hadirnyaTergugat;

Hakim Tunggal

dto

M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Safrina Dewi, S.H.

Perincian biaya perkara:
Perincian Biaya:

1 PNBP
a. Pendaftaran Rp     30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat Rp     10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat Rp     10.000,00
d. Redaksi Rp     10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan Rp     10.000,00

2 Biaya Proses Rp     75.000,00
3 Panggilan Rp     54.000,00
4 Pemberitahun Isi Putusan Rp     10.000,00
5 Meterai Rp     10.000,00

Jumlah Rp   219.000,00
(dua ratus sembian belas ribu rupiah)
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